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ABSTRAK

Di hadapan Allah SWT yang membedakan manusa adalah ketakwaannya
terhadap Allah. Namun, fenomena yang berkembang di masyarakat hingga saat ini
menunjukkan bahwa pengaruh sosid budaya membedakan kedua jenis kdlamin tersebut
dalam s9 yang berbeda. Perempuan berada di S5 yang dirugikan dan seringkdi dianggap
sebagal "komoditas’ layaknya komoditas dalam dunia usaha sehingga memunculkan
berbagai permasdahan gender. Kondis ini tampaknya berpengarun pula terhadap
penyusunan RUU KUHP, terutama yang berkaitan dengan ddlik pers dan kesuslaan.
Dadamhd ini diperlukan adanya usulan revis terhadap beberapa pasal maupun ayat yang
kurang menunjukkan keberpihakan terhadap permasaahan gender.

KATA KUNCI : Bias Gender, RUU KUHP

PENDAHULUAN

Lebih dari satu dasa warsa, idilah gender tedlah menjadi topik diskus dan tulisan
yang berkaitan dengan perubahan sosid. Bahkan sgjak tahun 1995  konsep kesetaraan
gender (gender equality) tdah digunakan United Nations Development Program
(UNDP) untuk menila keberhaslan pembangunan suatu negara. Hd ini dikarenakan
setelah lima tahun konsep HDI (Human Development Index) diperkenalkan UNDP,
angka partispas perempuan di seluruh dunia, terutama ddam pasar kerja dan poalitik,
sdu lebih kecil dari laki-laki. Oleh karena itu UNDP menegaskan bahwa faktor
kesstaraan gender harus sddu diikutsertakan daam mengevduas  keberhaslan
pembangunan nasond.  Saat ini, hampir semua uraian yang berkaitan dengan program
pembangunan masyarakat dan pembangunan di kadangan pemerintah maupun non
pemerintah, sddu dikaitkan dengan kesetaraan gender.

Gender sebetulnya tidak akan menjadi masdah sepanjang tidak meahirkan
ketidakadilan gender (gender inequalities) bagi kaum laki-laki dan terutama kaum
perempuan. Ketidakadilan ini menyebabkan kaum laki-laki maupun perempuan menjadi
korban. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan
gender, dapat dilihat mddui berbagai manifestas ketidakadilan yang ada, antaralain dalam



kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dunia kerja, perlakuan media massa serta
berbagal peraturan perundang-undangan yang mdindungi hak-hak warga negara.

PERMASALAHAN GENDER

Istilah gender yang digunakan, khususnya oleh Kantor Menteri Negara Urusan
Peranan Wanita adaah “interpretas mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni
laki-laki dan perempuan”. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian
kerjayang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dadam Webster’'s New World Dictionary (1984), gender diartikan sebaga
“ perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan
tingkah laku”. Dadam Women's Studies Encyclopedia (Vol 1:153) diartikan sebagai
“suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran,
perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan

yang berkembang dalam masyar akat” .

Definis yang dikemukakan Peter R.Beckman dan Francine D’Amico, Eds.
(1994) mengartikan gender sebagai karakteristik sosd yang diberikan kepada perempuan
dan laki-laki. Karakteristik sogd ini merupakan hesl perkembangan sosd dan budaya
sehingga tidak bersifat permanen maupun universa. Berdasarkan karakteristik sosd
ditetapkan peran untuk laki-laki dan perempuan yang pantas. Akibatnya timbul asosiag,
bahwa dunia publik bersifat maskulin dan pantas untuk pria, dan dunia privat, domestik
dan rumah tangga bersifat feminin adal ah milik perempuan .

Dari beberapa definis tersebut tampak bahwa gender bukanlah hd yang kondrati
tapi hasl konstruks sosid dan budaya, dan manifesasnya di setigp masyarakat bisa sgja
berbeda.

Perbedaan gender termanifestasikan dalam berbagal bentuk ketidak adilan
sebagal berikutini :

1. Magndisas. Ini terjadi di tempat kerja, rumah tangga, masyarakat atau kultur,
bahkan negara. Sumber margindisas bisa berasa dari kebijakan pemerintah,
tafdran agama, keyakinan, tradis dan kebiasaan atau bahkan asums ilmu
pengetahuan .



2.

Subordinang. Ini berkaitan dengan anggapan bahwa perempuan itu irrasond atau
emosond sehingga perempuan dianggap tidak bisa tampil memimpin. Dalam
keluarga yang terbatas secara ekonomi, mesh ada yang memutuskan anak
laki-laki mendapat prioritas utama untuk disekolahkan. Akibatnya, kondis ini
memunculkan sikap yang menempatkan perempuan pada posis yang tidak penting.

Stereotipe, berkaitan dengan pelabelan terhadap kelompok tertentu. Misanya,
pelabelan yang berawa dari asums bahwa perempuan bersolek untuk menarik
perhatian lawan jenis, sehingga setiap ada kasus pelecehan maupun kekerasan,
sdu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada perkosaan yang didami oleh
perempuan, masyarakat cenderung menyaahkan korbannya Masyarakat
beranggapan bahwa tugas utama perempuan adalah meayani suami.

Tindak Kekerasan terhadap fisk maupun integritas mental seseorang. Bentuk
yang bisa dikategorikan kekerasan gender antaralan : (a) pemerkosaan terhadap
perempuan, termasuk perkosaan dadam perkawinan; (b) tindakan pemukulan dan
serangan figk; (c) penyiksaan yang mengarah pada organ dat kdlamin, misdnya
penyunatan terhadap anak perempuan; (d) pelacuran, merupakan bentuk
kekerasan yang disdenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan
perempuan; (e) pornografi, yang termasuk kekerasan non fisk, yakni pelecehan
terhadap kaum perempuan, di mana tubuh perempuan dijadikan obyek demi
keuntungan seseorang atau sekelompok orang; (f) pemaksaan derilisas ddam
program Keduarga Berencana; (g) kekerasan tersdubung (molestation), yakni
memengang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan
S pemilik tubuh; (h) pelecehan seksual (sexual and emotional harassment) yang
bisa dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yakni: menyampakan lelucon jorok
dan vulgar, menyakiti atau membuat mau seseorang dengan omongan kotor,
menginterogas  seseorang  tentang  kehidupan atau kegiatan seksualnya atau
kehidupan pribadinya; meminta imbaan seksua ddam rangka janji  untuk
mendapatkan kerja atau promos lainnya Dilihat dari Stusnya, kekerasan dapat



dibedakan menjadi kekerasan domestik dan kekerasan publik. Kekerasan
domestik terdiri dari tiga jenis, yaitu : intimate violence, private violence dan
family violence. Kekerasan publik mdiputi segala bentuk pelecehan seksual dan
serangan seksud yang dilakukan di tempat-tempat publik. Daam masyarakat
modern, bentuk-bentuk kekerasannya lebih kompleks, tidak sga bersfat figk
tetapi juga pskologis. Tidak juga hanya bersfat seksua persond, tetapi juga
struktural, misanya pelecehan seksud, pelacuran dan pornografi.

5. Beban Kerja Pekerjaan domestik rumah tangga dianggap lebih cocok bagi
perempuan, dinila lebih rendah dan dikategorikan bukan produktif dibandingkan
dengan pekerjaan ldaki yang berada di wilayah publik  sehingga tidak
diperhitungkan dalam datistik ekonomi. Keadaan menjadi berat bila perempuan
juga bekerja di wilayah publik karena mereka memikul beban kerja ganda. Di
pihak lan, kaum laki-laki tidak diwgibkan secara kulturd untuk menekuni
berbagal pekerjaan domestik sehingga mereka hanya mempunyau beban tunggd.

PELANGGARAN KESUSILAAN

Ddam KUHP, kegahatan kesuslaan yang berkaitan dengan tindak kekerasan itu
antara lan mencakup pornografi, perbuatan cabul, perkosaan, pelacuran, perdagangan
wanita, aborsi, maupun penggunaan anak di bawah umur untuk pekerjaan berbahaya. Bila
dikaitkan dengan permasalahan gender, pelanggaran kesusilaan erat katannya dengan
tindak kekerasan fisk maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan

kekerasan publik.

Kasus-kasus tindak kekerasan tersebut , dari tahun ke tahun semakin berkembang
kuantitas maupun kuditasnya Pada awa tahun 70 an, pornografi mash sebatas
gambar-gambar perempuan dalam mgaah-mgadah hiburan dengan menggunakan pakaian
renang. Buku-buku aaupun  gambar-gambar  pornografi  beredar  secara
sembunyi-sembunyi sehingga untuk memperolehnya cukup sulit.  Pelacuran terkonsentras



di tempat-tempat tertentu dan seringkdi tersdubung, kasus-kasus perkosaan terjadi antar
orang yang sudah dewasa, abors dan perdagangan wanita mesh sangat tersdubung
sehingga sulit untuk menditeksnya

Kini, pornografi sudah menjadi makanan sehari-hari yang mudah didapat kapan
sgjadan oleh sigpa sgja. Mula dari mgaah, nove maupun tabloid kuning yang dijgjakan di
pinggir jaan, filmHfilm biru, telepon sex (party-line), hinggasitus porno di internet, dengan
mudah dapat diperoleh. Pelacuran bahkan ditawarkan mdaui iklan-iklan media cetak
seperti layaknya barang dagangan. Perbuatan cabul dan perkosaan dilakukan tidak hanya
pada orang dewasa tapi juga pada anak-anak di bawah usia 10 tahun dan dilakukan oleh
orang-orang yang sudah dikena dekat bahkan di antara anggota keluarga.Beberapa kasus
perkosaan berakhir dengan pembunuhan. Abors sudah bukan “barang aneh” lagi.
Perdagangan wanita dewasa maupun anak-anak untuk tujuan pelacuran dilakukan hingga
ke mancanegara, bahkan di beberapa daerah diduga dibantu keluarganya, oknum aparat
pemerintah setempat maupun oknum aparat kepolisan. Kehidupan seks di kota
metropolitan bahkan menawarkan gaya hidup baru, seperti tukar pasangan, nudies party,

dan lain-lan.

Fenomena lain yang sering menjadi pembicaraan di kalangan para Pekerja Seks
Komersd (PSK) aau anak-anak jdanan perempuan yang terkena sweeping, yaitu
perilaku aparat kepolisan yang “memanfaatkan” kondis mereka saat ditahan di sel Polis.
Perbuatan cabul, pornografi, penghinaan hingga perkosaan dan bahkan perampasan uang
yang mereka bawa saat itu, sudah seringkali terjadi.

Penindakan terhadap kasus-kasus tersebut memang dilakukan, namun tampaknya
masih bersifat temporer sehingga dampaknya hanya sesaat. Misanya, tindakan sweeping
terhadap para pedagang mgdah, tabloid, CD porno dan sgenisnya tidak disertai tindak
lanjut konkrit yang dapat mengdimines permasalahan. Setelah beberapa waktu berlau,
para pedagang muncul kembai menjgakan barang dagangannya tanpa rasa bersalah
sehingga ada kesan pengabaian terhadap norma masyarakat dan agama menjadi sesuatu
hd yang biasa.



PERAN MEDIA MASSA

Mediamassa saat ini merupakan mediadalam menyampaikan informad perubahan
kepada masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagal  dat konsiruks sosd yang paing
ampuh. Permasdahannya, pesan yang dibawva media massa tidek sgja bersifat pogtif
namun juga bersfat negatif, bahkan kadang-kadang pesan postif dimodifikes hingga
menjadi negetif. Dalam kaitannya dengan permasdahan gender, media massa sebenarnya
merupakan adat drategis untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap tindak
kekerasan pada perempuan karena memiliki hegemoni untuk membangun opini publik.
Namun, di 99 lan, media massa juga ternyata menjadi  dat drategis untuk

mengembangkan bahkan melestarikan tindak kekerasan pada perempuan.

Pding sedikit ada limarubrik atau acaradaam mediadektronik (radio dan televis)
sertamedia cetak yang turut mengembangkan dan melestarikan tindak kekerasan
terhadap perempuan.

Pertama, penayangan iklan baik di media eektronik maupun media cetak yang
menempatkan perempuan secara stereotipe dan subordinan. Dadam banyak iklan,
stereotipe perempuan digambarkan secara bebas. Perempuan harus tampil menawan, awet
muda, pandai mengurus semua keperluan rumah tangga dan anggota keluarga, tampil prima
untuk menyenangkan suami dan sebagai obyek seks, dan pantas digak ke berbagal acara
, cerdas sertamenjadi sumber pengetahuan dan mord keluarga.

Ddam pencitraan ini, perempuan tidak sekedar dilihat sebagai obyek, namun juga
sebagal subyek pergulatan perempuan dalam menempatkan dirinya daam redlitas sosd,
wadaupun tidak jarang mereka lupa tdah dieksploitas daam dunia hiper-reditas (
pseudo-reality), yatu sebuah dunia yang hanya ada ddam media, dunia reditas yang
dikonstruks oleh mediamassa.

Kedua, berita di media massa umumnya memberitakan ruang publik laki-laki,
mula dari persoalan negara, militer, olah raga, politik dan wacana laki-laki. Pemberitaan
publik perempuan lebih ke arah persoadan domestik, seperti keterampilan rumah tangga,
pengasuhan anak, kosmetika dan kecantikan. Tapi persoalan menjadi “seru” ketika
pemberitaan menyangkut masa ah erotisme yang diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun
gambar. Judul-judul bombasgtis yang sensud namun penuh kekerasan seksua kerap
menghiad hdaman koran, mgaah maupun tayangan tdevis. Misdnya “terenggut



kegadisannya’, “menoda”, “menggagehi” “minta dilayani” sebagai pengganti kata
diperkosa. Kata-kata ini memberi kesan perempuan yang diperkosa itu “kotor”, obyek
seks. Sementara laki-laki yang memperkosa tetap “bersh”, maahan “gagah” dan berada
pada poss yang lebih tinggi karena bisa menundukkan perempuan dan dilayani hasrat
seksuanya. Penditian Bungin (2003) pada tahun 1995 dan 2002 menunjukkan hampir
semua media massa pernah menggunakan erotisme sebagal sdah satu  pemberitaan
mereka. Untuk meningkatkan tirasnya, tidak jarang pemberitaan media massa
menggunakan perempuan sebagal sdah satu obyek eksploitas yang memiliki resiko paing
ringan. Dikatakan paling ringan karena kontrol sosa yang semakin menurun, sementara
pemerintah tidak berbuat banyak karena kesulitan untuk menegakkan piranti hukum.

Padahal, ini bukan sgja persoadan eksploitas perempuan, namun  merupakan persoaan
yang lebih besar lagi yaitu tindakan pengabaian norma dan mora agama serta masyarakat.

Pemberitaan media massa juga turut mengembangkan tindak kekerasan pada
perempuan, ketika memberitakan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksud,
seperti perkosaan, persdlingkuhan, pelacuran, perdagangan wanita.  Untuk memuaskan
keingintahuan publik, tidak jarang media massa mengupas secara detail identitas para
korban bahkan lengkep dengan damat tempat tingganya, ditayangkan secara visud,
diwawancara  dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkan korban terhadap
perisiwa yang pernah didaminya namun tak ingin diingetnya lagi. Tak pelak, wartawan
maupun warga masyarakat yang menaruh smpati  berbondong-bondong mendatangi
rumah korban tanpa memperhatikan kondis korban yang mash trauma atau tertekan
dengan peristiwayang didaminya, maupun kondis keluarga korban yang mau dengan aib
yang menimpa anggota keluarganya. Ddam hd ini, korban akhirnya menderita tindak
kekerasan ganda, yaitu dari pelaku maupun dari media massa.

Ketiga, film yang ditayangkan tdevis maupun ceritera pendek dan ceritera
bersambung serta kisah nyata yang dimuat di media cetak, tidak jarang menonjolkan
erotisme secara vulgar.  Tidak jarang film tersebut ditayangkan saat anak-anak masih
beum tidur. Misdnyafilm-film India, filmHilm barat atau film komedi yang dibumbui seks
seperti filmHilm serid Dono-Kasino yang hingga kini maesih ditayangkan stasiun tevis
swasta pada siang, sore atau maam hari di bawah jam 21.00. Simak pula tabloid, mgadah
maupun koran harian yang memuat gambar-gambar sensua, dengan mudah dapat dibdli



dari penjud koran di pinggir jaan.

Keempat, rubrik konsultas seks dan sgenisnya di media cetak dan radio serta
televig, serta acara “jelgah mdam” yang mengangkat kehidupan madam Jakarta,dan
ditayangkan oleh beberapa stasun swasta . Di satu sis, penyampaian acara ini memiliki
nila pogtif sebaga sumber infformes  bagi masyarakat agar tidak terjebak daam
persoalan seperti itu atau sebagai referens ketikamengdami persoalan yang sama. Namun,
di 99 lan rubrik atau acara ini digemari karena banyak persoalan seks yang dapat
“dinkmati” pembaca maupun pemirsa daripada dijadikan pelgaran.  Banyaknya
penggemar rubrik atau acara tersebut mendorong pengasuh rubrik atau acara lepas kontrol
sehinggapemilihan kasus tidak selektif lagi. Persoalan akan semakin melebar karena media
massa, terutama media cetak yang dapat dibaca berulang-ulang oleh berbagai kelompok

umur.

Kelima, acara hiburan yang banyak menonjolkan unsur erotisme dengan
penggunaan mode baju yang serba terbuka dan lenggak lenggok yang terkesan
“mengundang” hasrat seksua, ditemukan hampir di seluruh mediateevis.

Dari uraian di atas tampak bahwa mdaui berbagai tayangan tindak kekerasan di
media massa, dapat terbangun opini publik tentang efek “pogtif” dari tindak kekerasan
perempuan terhadap kepuasan pemirsanya atau pembacanya. Hasll penditian Bungin
(2001) menunjukkan bahwa “ ada pengaruh antara variabe media massa dan peer group
terhadap sikap seks di kalangan remaja perkotaan. Media massa eektronik lebih besar
pengaruhnyadari pengaruh media cetak dan peer group” . Riset yang dimuat dalam jurnd
Pediatrics di Amerika menyebtkan “kekerasan ddam media (media violence) dapat
mengantar anak untuk bersikap agresf dan anti sosd, wdaupun di 99 lan mampu
meningkatkan rasa kecemasan mereka terhadap kekerasan dan imgi agkan menjadi
korban kekerasan”. Orang tuamemang dapat berperan untuk meminimalisr dampak buruk
terhadap anak-naka, namun tanpa regulas yang jelas dari pemerintah terhadap media,
pada akhirnya orang tua harus menanggung dampak ini, sementara media sendiri
seolah-olah tidak peduli akan dampak yang ditimbulkannya.  Dengan menyiarkan
tayangan-tayangan seperti sekarang ini secara terus menerus tidak sdah bila dikatakan
media massa turut berperan daam mdegtarikan tindak kekerasan terhadap perempuan

dari satu generasi ke generas berikutnya



PASAL-PASAL RUU KUHP YANG KURANG SENSITIF GENDER

Pasal-pasal ddam RUU KUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan

memang bersfat lex generalis. Karena sfainya itu maka RUU KUHP harus mampu

mdindungi berbagai kepentingan setigp warga negara. Namun , kenyataannya mash ada

pasal-pasal yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang keliru dan

memunculkan ketidekadilan gender, terutama ketidakadilan bagi kaum perempuan.
Pasal-pasal yang dimaksud adal ah sebagai berikut:

1.

Tidak ada pasal yang menjelaskan atau mendefiniskan idtilah kesuslaan atau
menunjukkan indikator kesusilaan secara eksplist . Padaha ini sangat diperlukan
untuk memahami pasal-pasal berikutnya yang memuat tentang pelanggaran
kesudlaan. Ini juga diperlukan untuk kepastian hukum mengingat masyarakat
Indonesia mash cenderung patriarkhi yang seringkdi menempatkan perempuan
pada kedudukan tidak adil. Misdnya, pandangan stereotipe menganggap
“perempuan bersolek adaah untuk memancing lawan jenisnya’ (Fagih, 1996),
sehinggabila ada kasus kekerasan atau pel ecehan seksual, sdldu dikaitkan dengan
derectipe ini. Bahkan jika ada kasus perkosaan, masyarakat cenderung
menydahkan perempuan karena didah yang dianggep penyebab pertama
terjadinya perkosaan, padahl menurut Irianto (dalam Luhulima, 2000) 90 % atau
lebih korban kekerasan adalah perempuan dan 70 % di antara perempuan yang
diperkosa tidak menggunakan rok mini.

Pasal 423 ayat (2) yang menyatakan tindak pidana perkosaan terjadi bila: (a)
laki-laki memasukkan dat kdlaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, atau
(b) laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke
ddam vagina atau anus perempuan. Ini mengandung arti bahwa bentuk-bentuk
kekerasan seksua yang tidak termasuk dalam kriteria ini bukanlah perkosaan.
Ddam kenyataannya, perilaku seksud saat ini sudah semakin bervarias, tanpa
harus memasukkan benda atau alat kdlamin ke dalam mulut atau anus perempuan

pun aktivitas seksual yang identik dengan perkosaan, dapat dilakukan. Apdagi



bilarumusan perkosaan ini dibandingkan dengan rumusan perkosaan di negaralan
seperti yang dikemukakan daam Black's Law Dictionary (daam Luhulima,
2000) yaitu “ ..... unlawful sexual intercourse with a female without her
consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man forcibly and
againts her will. The act of sexual intercourse comitted by a man with a
woman not his wife and without her consent, committed when the woman’s

resistance is overcome by force or fear, or under prohibitive conditions..... *

3. Pasd 433 ayat (1) berbunyi “Setigp orang yang menggerakkan, membawa,
menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah 18 tahun atau perempuan
kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan
meanggar kesuslaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan
perempuan, dengan pidana penjara pding lama 7 (tujuh) tahun atau denda paing
banyak Kategori V”. Sdanjutnya Pasal 433 ayat (2) berbunyi “Jkatindak pidana
sebagaimana yang dimaksud ddam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan
perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetepi ternyata diserahkan kepada
orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar
kesusilaan lainnya, maka pembuat tidak pidana dipidana dengan pidana penjara
pding lama 9 (sembilan) tahun”. Keberatan terhadap pasd ini adalah sebaga
berikut :

- Ayat ke (1) dan ke (2) tidak mempidana s pelaku bila orang yang dibawa
dan diserahkannya pada orang lain itu tidak bekerja sebagai pelacur atau
perbuatan meanggar kesuslaan, padahal ddam kenyataannya kasus
trafficking tidak sdau diserahkan untuk pekerjaan yang meanggar
kesuslaan, banyak juga yang diserahkan misanya untuk dijadikan
pembantu rumah tangga, pelayan toko, diadops sebaga anak, dijua organ
tubuhnyadan lain-lain.

- Aya (2), tidak hanyaterjadi pada perempuan namun juga pada laki-laki
waaupun jumlah kasusnyalebih kecil daripadajumlah kasus perempuan.

4. Pasa 416, 417 dan 418 mempidana orang yang Secara terang-terangan

mempertunjukkan suatu sarana untuk mencegah kehamilan, menawarkan tanpa



dimintaatau menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk memperoleh aat
pencegah kehamilan dan dat untuk menggugurkan kandungan, kecudi bila
dilakukan dalam rangka pel aksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit
menular.  Pasal ini membatas hak perempuan untuk menjaga kesehatan
reproduksinya atau menjaga kesehatan dirinya, karena ala pencegah kehamilan
atau ada pengguguran kandungan bisa digunakan juga ketika perempuan
mengdami  penyakit yang tidak menular dan tidak bermaksud melaksanakan

keluarga berencana.

Pasal 412 Aya (1) mempidana setigp orang yang : (a) menyiarkan,
mempertunjukkan atau menempelkan tulisan, gambar atau benda sehingga terlihat
oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang
ignya meanggar kesudlaan; (b) membuat atau mempunya persediaan tulisan,
gambar atau benda dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau
ditempelkan sehingga terlihat oleh umum atau membuat atau mempunya rekaman
dengan maksud untuk diperdengarkan sehingga terdengar oleh umum, yang isinya
melanggar kesusilaan; (C) secara terang-terangan atau dengan kehendak sendiri
mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh tulisan,

gambar, benda atau rekaman yang iSnya melanggar kesuslaan.  Keberatan
terhadap pasal ini menyangkut :

- Hanyadisnggung rekaman yang dapat diperdengarkan (audio) dan tidak
disnggung rekaman audio visud , contohnya compact disk (CD), yang
saat ini dapat diperoleh dengan mudah dan murah.

- Obyek yang disarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan hanya tulisan,
gambar dan benda. Dadam kenyataannya pelanggaran kesusilaan dilakukan
jugamddui pertunjukkan hiburan langsung dengan manusia sebagai obyek
pertunjukkannya.

- Kecudi memperdengarkan rekaman, semua aktivitas yang dinyatakan
dalam pasal ini seolah-olah hanya aktivitas yang dilaksanakan langsung di
depan umum, atau dengan kata lain tidak secara eksplisit dinyatakan
bahwa tulisan, gambar atau benda itu dapat diperlihatkan kepada umum



mddu bantuan media massa, misdnya koran, radio, tdevis maupun
internet Kenyataan saat ini menunjukkan pdanggaran kesusilaan yang
dilakukan mddui media massa sudah menjadi pemandangan biasa dan
dapat diakses kapan sgja di mana sgja dan oleh Siapa sgja, hingga ke
tempat-tempat terpencil sekdi pun.

K g elasan terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan mengingat akibat dari semua
in yang sangat dirugikan terutama addah perempuan. Agar memiliki nila jua tinggi,
biasanya stereotipe perempuan dianggap tepat untuk melakukan aktivitas tersebut, atas
persetujuannya atau tanpa persetujuannya .  Rekayasa untuk mengubah muka seseorang
daam gambar atau rekaman CD maupun internet, saat ini mudah dilakukan, sehingga
tanpa orang tersebut melakukan pun dapat terjebak hinggadianggep sebagai pel aku.

USULAN PEMECAHAN

Upaya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan secara menyduruh
berarti harus melakukan perubahan sosd karena ddam hd ini diperlukan  adanya
perubahan perseps masyarakat yang mash menganut budaya patriarkhi, terhadap
keberadaan perempuan. Tentunyaini memerlukan waktu yang sangat panjang. Untuk itu,
diperlukan beberapa upaya terobosan yang dapat menggugah perubahan perseps
masyarakat. Upaya tersebut antara lan mddui peraturan perundangan yang dapat
memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan.

Saat ini memang sudah dimiliki Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
namun ini tidak cukup karena masih banyak tindak kekerasan lain yang juga memerlukan
perhatian khusus. Tindak kekerasan yang dimaksud addah perkosaan, eksploitas

perempuan medui media massa.

Disamping itu, kedua Undang-Undang inipun masih bisa mengundang munculnya
pemasdahan baru yang berkaitan dengan penergpannya. Oleh karena itu,
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang baru
dmiliki  Indonesia pada beberapa bulan terakhir pun, perlu dimonitor penegakannya



mengingat beberapa aasan sebagai berikut :

- Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan seksua mencakup wilayah yang luas
dan rumit serta menyangkut pulajaringan antar proping, antar pulau dan antar negara..
Ddam perdagangan antar negara, hingga saat ini Indonesia cenderung menjadi negara
asa pengirim. Kerumitan ini disebabkan poss perempuan yang rentan, faktor
kemiskinan, dan pelaku trafficking adalah orang-orang terdekat korban, seperti :
paman, bibi, tetangga, lurah, bahkan suami atau pacar. Di beberapa daerah, aparat
pemerintah daerah serta aparat keamanan turut sebagai pendukung pelaku trafficking.

- Sebuah lgporan pemerintah Amerika menyebutkan bahwa Indonesia sempat
menduduki peringkat Tier 3. Negara yang menempati peringkeat ini dianggap kurang
melakukan tindakan-tindakan serius untuk melawan perdagangan manusia, padahal
korban sudah berjatunan di manamana. Korban terbanyak addah perempuan dan
anak-anak.

- Kasus trafficking berbeda dengan kasus-kasus lainnya Banyak orang mengira
setelah korban disdamatkan dari pelaku trafficking masaah sudah sdesai. Padahal
justru saat itulah awa permasalahan baru bermunculan. Proses alienas yang mereka
dami slama penyekapan sama sgja dengan proses dehumanisas yang membuat
mereka merasa bukan manusialagi karena ada yang harus dimatikan daam dirinya
demi  bertahan hidup secara fisk. Dampak psikologis yang didami adalah proses
“penghancuran diri” atau disempowerment. Oleh karena itulah rata-rata mereka
mengdami  trauma yang menddam dan dendam pada orang-orang yang telah
menjuanya Bdum lagi yang mengdami kerusakan fisk akibat penganiayaan atau
kerusakan fungd reproduks serta Penyakit Menular Seksuad (PMS). Di 99 lain,
masyarakat juga mash menganggap korban sebagai peaku tindak pelanggar mordl.
Samahdnyadengan perkosaan, dampak trafficking jugaakan menjadi beban korban
sdlamahidupnya.

- Upaya pemulihan dan pemberdayaan menjadi masalah peik karena sangat sedikit
inditus yang memahami hd ini dan referens yang tersedia amat sedikit



Tindak kekerasan yang dimaksud adalah perkosaan, eksploitas perempuan mdaui

mediamassa

Berdasarkan al asan-al asan tersebut, diusulkan beberapa usulan pemecahan sbagai
berikut:
Pertama, mdengkapi atau menambah keelasan pasa-pasa  yang kurang sengtif
gender, yaitu
- Perlu disusun definid atau batasan atau indikator tentang kesusilaan serta tindak pidana
kesuglaan.
- Pasal 423 ayat (2) perlu diperjelas karena bisa menimbulkan kontrovers; pasal 433
ayat (1) dan (2) perlu dilengkapi; Pasal 416,417 dan 418 perlu diperjelas, dan Pasa
412 ayat (1) perlu dilengkapi

Kedua, usulan untuk  membuat Undang-Undang Anti Perkosaan dan
Undang-Undang Undang Penghapusan Eksploitas Perempuan Mddui Media Massa.
Alasan diusulkan tiga permasdahan ini didasarkan pada cakupan wilayah, jumlah
korban serta keluasan dan kedalaman dampak yang ditimbulkan oleh masalah
itu

Undang-Undang Anti Perkosaan perlu dibuat secara khusus mengingat jumiah
dan varias pelaku maupun korbannya sudah semakin berkembang. Trauma akibat
perkosaan akan sdau membayangi korban sepanjang hidupnya. Saat diperkosa korban
sudah mendapat tekanan secara fisk maupun psikologis. Ketika menghadapi pemeriksaan
polis yang kerap meontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersfat melecehkan,
pemeriksaan  jaksa dan saat menghadapi hekim di pengadilan, tekanan ini terus
membuntuti . Ditambah lagi dengan kedatangan wartawan yang ingin mengorek kejadian
perkosaan dengan melontarkan pertanyaan bertubi-tubi, pemberitaan di media massa yang
kerap amat vulgar serta menonjolkan aspek seksuadnya , dirasakan korban sebaga
“perkosaan kedua’ karena mereka dipaksa untuk mengingat kegjadian yang ingin mereka
lupakan. Bdum lagi bila korban dihadapkan pada kemungkinan terjadinya kehamilan,
tentunya merupakan persoadan tersendiri yang memerlukan dampingan khusus. Masdah
lannya lagi adalah tentang kemampuan korban untuk menghadapi kehidupan di masa



datang.

Tekanan lain yang tak kalah penting adalah tekanan sosid. Budaya patriarkhi yang
dianut masyarakat seringkdi menyaahkan korban perkosaan dan menganggap perempuan
itu sendiri  sebenarnya yang menyebabkan dirinya diperkosa. Kondis ini diperparah
dengan ssem hukum yang bedum mampu memberi perlindungan terhadap korban.
Misdnya, ddam KUHAP korban tidak disebutkan haknya untuk memperoleh
pendampingan, hak untuk memperoleh kompensas karena kemungkinan korban menjadi
hamil dan terganggu kehidupan masa depannya.

Undang-Undang Penghapusan Eksploitasi Perempuan Melalui Media Massa.
Perlunya Undang- undang ini dibuat mengingat perempuan sangat rentan menjadi obyek
eksploitas mediamassa. Alasan- aasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Penyiaran yang sudah ada saat ini mash bersfat umum dan mash
bedum bisa diterapkan secara optima. Contohnya, ddam Pasa 36 ayat (6) secara
ekqolist dinyatakan bahwa “i9 daran dilarang memperolokkan, merendahkan,
melecehkan dan/atau mengabaikan nila-nila agama, martabat manusia Indonesia atau
merusak hubungan Internasiond”. Namun kenyataannya perempuan kerap menjadi
obyek eksploitas media massa. Kecenderungan media massa memasukkan unsur
erotisme dalam pemberitaannya, menurut Bungin (2003) berdasarkan dasan sebagai
berikut : (1) ketikamedia telah kehilangan idedlisme, (2) ketika media merasa tirasnya
terancam menurun, (3) ketika media massa perlu bersaing dengan sesama media, (4)
ketikamedia baru sedang memposisikan dirinyadi masyarakat, (5) ketika masyarakat
membutuhkan pemberitaan erotisme.Sdama kepentingan ini mash ada dan perseps
tentang sterectipe perempuan ddam iklim budaya patriackhi  mash mengakar,
eksploitas terhadap perempuan mddui mediamassa akan tetap berlangsung.

- Media massa memiliki dua 9 yang berlawanan, yaitu sebagai  dat strategis untuk
mengubah paradigma masyarakat terhadap tindak kekerasan pada perempuan,
sekaigus juga menjadi dat strategis  untuk mengembangkan bahkan melestarikan
tindak kekerasan pada perempuan. Ini dikarenakan media massa memiliki hegemoni
untuk membangun opini publik sehingga apapun yang disampaikan media massa
dianggap sebagal kebenaran. Secara eksplisit kegiatan komunikas massa mempunya



fungd seperti tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Penyiaran, yatu “ sebagal media
informad, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosd”. Sementara itu,
mediamassajugabisadinikmeti oleh semuausia, apalagi media cetak yang bisa dibaca
berulangkdi dan bisa diakses oleh masyarakat di daerah terpencil sekdi pun. Tak
pelak lagi media massa mampu menjadi aat transformas budaya yang ampuh untuk

melestarikan tindak kekerasan pada perempuan dari satu generasi ke generasi lainnya.

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman pemerintah maupun masyarakat tentang isu gender saat
in- sudah terwujud daam berbaga peraturan perundang-undangan serta berbaga
kesempatan atau peluang yang disediakan pemerintah maupun masyarakat bagi kaum
perempuan sudah semakin tampak. Namun, ternyata political will yang ditunjukkan
pemerintah maupun kepedulian kelompok masyarakat terhadap isu gender belum terasa
pengaruhnyadalam RUU KUHP. Beberapa ayat beum menunjukkan sengtif gender.

Ada beberapa kemungkinan munculnya kondis seperti ini. Pertama, peningkatan
pemahaman di kalangan pemerintah maupun masyarakat tampaknya belum cukup untuk
mempengaruhi kondis sosia budaya yang mash memargindkan perempuan; Kedua,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Beckman, Peter R. dan Francine D’Amico, (1994), Woman, Gender and World
Politics: Perspectives, Politicies and Prospects, Westport, Connecticut: Bergin &
Carvey

Bungin, Burhan, (2003), Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika &
Perayaan Seks di Media Massa, Jakarta :Kencana

Fakih, Mansour (2003), Analiss Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta :
Pustaka Pelgjar

IPEC — Program International Penghapusan Pekerja Anak, (2004), Perdagangan Anak
untuk Tujuan Pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat , Sebuah Kajian Cepat,



Jakarta: Organisas Perburuhan Internasiona

Yuard, Sus Eja, dkk, (2002), Yogyakarta, Tembok Tradis dan Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
UGM dan Ford Foundation.

Luhulima, Achie Sudiarti, (2000), Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakartas Kelompok Kerja
“Covention Watch” Pusat Kgjian Wanita dan Jender Univergtas Indonesa

Sumiani, Endang, (2004), Jender & Feminisme, Yogyakarta : Wonderful Publishing
Company

Wattie, AnnaMarie (2002) Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik: Fakta,

Penanganan dan Rekomendas (Ringkasan Hasll Pendlitian), Y ogyakarta, Pusat
Studi Kependudukan dan K ebijakan UGM dan Ford Foundation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



